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ABSTRAK

Sudi ini, dilatarbelakangi oleh masalah pernikahan dini yang masih terbilang tinggi terjadi di Kabupaten
Malang. Sehingga untuk meminimalisir kasus tersebut membutuhkan adanya strategi dari pemerintah
daerah. Tujuan dari studi ini yakni guna menjelaskan mengenai strategi apa yang diaplikasikan oleh
Kementerian Agama Kabupaten Malang dalam meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari pernikahan
dini beserta penyebab, faktor pendukung dan penghambat. Metode yang diaplikasikan berupa kualitatif
dengan pendekatan deskriptif. Pada studi ini, fokus yang diaplikasikan peneliti yakni teori dari Kotten dalam
Salusu (2006) yakni Corporate Strategy (Strategi Organisasi), Program Srategy (strategi program),
Resource Strategy (Strategi Sumber daya), Institusional Strategy (Strategi Kelembagaan). Kemudian di
analisis faktor pendukung dan faktor penghambat mengaplikasikananalisis SWOT. Analisis data pada studi
ini terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil studi
didapati bahwa (1) Dalam strategi percepatan pencegahan pernikahan usia dini Kementerian Agama
Kabupaten Malang terdapat empat tipe strategi yakni Corporate Strategy (Strategi Organisasi), Program
Srategy (strategi program), Resource Strategy (Strategi Sumber daya), Institusional Strategy (Strategi
Kelembagaan) yang mana keempat tipe strategi tersebut sudah dijalankan dengan baik, akan tetapi Program
Srategy (strategi program) merupakan strategi yang dapat membantu Kementerian Agama Kabupaten
Malang dalam percepatan pencegahan pernikahan usia dini. Hal ini dibuktikan pada tahun 2021 sampai
2022 dengan adanya beberapa program dan kegiatan, angka pernikahan usia dini mengalami penurunan
dari 1610 kasus menjadi 1499 kasus. (2) Terdapat faktor pendukung dari adanya strategi percepatan
pencegahan pernikahan usia dini yakni kejelasan hukum yang mengatur tentang pencegahan pernikahan usia
dini dan sinergitas antar lembaga pemerintahan yang memiliki tujuan yang sama dalam menekan angka
pernikahan usia dini. (3) faktor penghambat dari implementasi strategi pencegahan pernikahan dini yakni
faktor sosial masyarakat, tingkat ekonomi dan perkembangan teknologi .

Kata Kunci : Strategi, Pencegahan, Pernikahan UsiaDini,

Pendahuluan bessr anak menikah dalam  melanjutkan
Pernikahan dini merupakan masalah di pendidikan.  Pernikehan usia dini  sangat
beberapa negara. Pernikahan anak terjadi i berpengaruh  terhadap  kesehatan di  masa

berbagai kelas ekonomi dan latar belakang.
Pernikahan dini di negara berkembang dikaitkan
dengan aspek ekonomi, pendidikan, demografi
dan sosial budaya. Pernikahan dini mempunyai
dampak yang besar terhadap anak yang menikah
dan berdampak negatif terhadap pembangunan
daerah dan nasional. Selain itu perkawinan anak
beresiko buruk terhadap psikologis, mengurangi
kesempatan melanjutkan pendidikan, masalah
kesehatan seperti resikokematian pada ibu dan
anak, tingginya tingkat perceraian, kekerasan
dalam rumah tangga ,dan taraf kehidupan rendah
karena ketidek mampuan dalam pemenuhan
kebutuhan ekonomi (Y anti dkk, 2018:102).

Dari segi tingkat pendidikan, sebagian
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memiliki peningkatan risiko kematian ibu dan
bayi, cacat lahir atau cacat lahir, tekanan darah
tinggi dan kelahiran prematur, berat badan lahir
di bawah normal, penyakit menular, dan depres
(Anjarwati , 2017:1).

Dalam penelitian Fitriahadi tahun 2018,
60% ibu muda berisko tinggi mengalami
stunting. Kita dapat menggambar 2:3 artinya ibu
yang melahirkan pada usia lebih muda atau
sebelum usia 20 tahun mempunyai kemungkinan
1,5 kali lebih besar untuk mengalami stunting
pada anaknya. Usia kawin pertama merupakan
salah satu faktor penting yang mempengaruhi
kesuburan dan akan mengakibatkan tumbuh
kembang anak kurang gizi atau disebut stunting.
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(Duanaet al.,2022)

Dampak lain dari pernikahan dini yakni
perceraian, karena bagi fisik serta mental belum
siap atau belum siap, sehingga sering terjadi
perselisihan dan sebagainya yang menimbulkan
perceraian. Remagja yang menikah dini atau
sebelum usia biologis atau psikologis yang sesuai
sangat rentan terhadap pengaruh negatif. Saat itu,
sang mempelai wanita belum siap menghadapi
tanggung jawab yang harus dipikulnya sebagai
orang dewasa (Khalil, 2015).

Permasalahan pernikahan usia dini di
Indonesia menjadi masalah yang menarik
perhatian dan menjadi salah satu pihak dan
memberikan tekanan kepada pemerintah untuk
segera menyelesaikan masalah tersebut. Di
Indonesia, pernikahan anak masih sering terjadi,
didapati dari Kompas.com pada 16 Desember
2022 menurut data Kemenko PMK mengatakan
pernikahan anak sangat umum terjadi di
Indonesia. Didapati data BPS masih dalam
pernikahan usia dini di Indonesia,tercatat secara
umum ada 50673 pemuda yang menikah di
bawah batas usia pernikahan di Indonesia yakni
19 tahun pada tahun 2022 (Pengadilan Agama,
2022).

Daerah yang masih memiliki angka
perkawinan anak Indonesia yakni Kabupaten
Malang yang berada Provinss Jawa Timur.
Didapati data oleh Pengadilan Agama Kabupaten
Malang pada tahun 2019 terdapat 609 kasus yang
sudah diputus oleh Pengadilan Agama
Kabupaten Malang. Kemudian pada tahun 2020
mengalami kenaikan dengan terdapat 1468 kasus
yang diputus. Pengadilan Agama Kabupaten
Malang mencatat pada tahun 2021 pengajuan
kenaikan dari tahun sebelumnya terdapat 1610
kasus yang ditutup oleh Pengadilan Agama.
Selanjutnya pada tahun 2022 tercatat sebanyak
1.499 dikabulkan dan mendapat dispensas
menikah.

Diagram 1 Rekap Data Pernikahan Usia Dinidi
Kabupaten pada 2019-2022
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tersebut lebih rendah ketimbang tahun
sebelumnya, tetapi dengan jumlah kasus yang
tembus hingga angka ribuan Kabupaten Malang
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menjadi daerah dengan kasus pernikahan usia
dini tertinggi di Jawa Timur (Pengadilan Agama
, 2022).

Upaya pencegahan dan penyelesaian
permasalahan yang timbul di daerah, termasuk
pernikahan dini, merupakan tanggung jawab
semua pihak. Redlitas ini mengindikasikan
bahwa upaya penurunan angka perkawinan dini
juga membutuhkan usaha yang holistik dan
integratif yang melibatkan peran serta berbagai
pemangku kepentingan baik di kelembagaan
negara, dunia usaha, dan masyarakat sipil
(Yuliani dkk, 2022). Pemerintah daerah sebagai
pengambil kebijakan dan pemangku
kepentingan mempunyai kewenangan untuk
menyusun dan menerapkan strategi  pencegahan
perkawinan anak. Kemenag serta Pengadilan
Agama Kabupaten Malang merupakan instansi
yang memiliki wewenang dadam dalam urusan
yang menyangkut  pernikahan  maupun
dispensasi nikah.

Berdasarkan hasil observasi Kementerian
Agama Kabupaten Malang, dalam kurun waktu
2019-2021 memunculkan beberapa strategi
dalam pencagahan perkawinan anak di
Kabupaten Malang. Seperti  meluncurkan
program Pokjahulu yang beriskan sosialisas
dan pendekatan pemerintah untuk mengajak
masyarakat agar memberi pendidikan yang
layak untuk anak-anaknya sehingga dapat
menekan angka pernikahan usia  dini
(Kementerian Agama, 2023). Kemudian adanya
kegiatan Focus Group Discussion(FGD) dengan
DPRD Kabupaten Malang ke beberapa sekolah
tingkat menengah atas (SMA/SMK/MA) di
beberapa kecamatan di Kabupaten Malang.
Dalam forum tersebut berfokus kepada
pengarahan tentang pencegahan pernikahan dan
pendampingan kepada siswa (Kementerian
Agama, 2023).

Di tingkat nasional, sebenarnya ada
sgjumlah strategi dan peraturan yang dijadikan
pedoman untuk mencegah dan mengurangi
jumlah  kasus pernikahan dini. Seperti
ditetapkanya UU No. 1 Tahun 1974 yang
kemudian pada tahun 2019 terjadi perubahan
menjadi UU No. 16 Tahun 2019. Peraturan ini
mengubah usia minimum untuk menikah.
Undang-undang tersebut mengatur bahwa
masyarakat diperbolehkan menikah pada usia 19
tahun untuk calon pengantin perempuan dan 19
tahun untuk calon pengantin pria.

Selanjutnya pemerintah  Indonesia
melalui KemenPPPA menciptakan 5 strategi
dalam mencegah perkawinan anak. Sehubungan
dengan tujuan dtrategis Strategi Nasiona
Perlindungan Anak, pertama, tersedianya
strategi yang tepat untuk mencegah perkawinan
anak telah ditangani oleh para pemangku
kepentingan baik di tingkat nasional maupun
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daerah. Kedua, mewujudkan koordinas dan
sinergi dengan pemangku kepentingan dalam
mendorong pencegahan perkawinan anak secara
kredibel dan bertanggung jawab.

Berkaitan dengan  drategi  dan
kebijakan nasional maupun lokal Kabupaten
Malang, semua strategi, program dan kebijakan
punya orientasi yang sama, yakni sama-sama
mendorong perwujudan pemahaman masyarakat
agar memahami tentang pernikahan dini dan
dampak sehingga masyarakat dapat menikah di
usia yang sesuai dengan yang ditentukan atau
dewasa. Tak hanya itu, studi memandang bahwa
strategi dan program pemerintah daerah seperti
di Kabupaten Malang merupakan turunan dari
strategi  pencegahan pernikahan dini  dan
kebijakan nasional.

Berangkat dari permasalahan diatas,
penulis mengadakan penelitian dengan judul
“Analisis Strategi Percepatan Pencegahan
Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Malang”

Permasalahan

Dari uraian latar belakang di atas terdapat
rumusan masalah sebagai berikut : (1) Bagaimana
strategi  percepatan pencegahan pernikahan usia
dini di kabupaten Malang (2) Faktor pendukung
strategi percepatan pencegahan pernikahan usia
dini dan (3) Faktor penghambat dari
Implementas strategi pencegahan pernikahan dini
di Kabupaten Malang.

Fokus Penelitian

Fokus studi ini sebagai upaya memudahkan
peneliti dalam membatasi mana informas yang
lebih relevan dan mana yang tidak relevan.

Adapun fokus studi Analisis Strategi Percepatan

Pencegahan Pernikahan Usia Dini di Kabupaten

Malangdifokuskan pada sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pencegahan pernikahanusia
dini. Dengan menggunakan fokus teori Kotten
dalam (Salusu , 2006:105) dengan tipe strategi
yakni:

a. Strategi Organisasi

b. Strategi Program

C. Strategi Pendukung Sumber Daya
d. Strategi Kelembagaan.

2. Faktor pendukung dalam strategi percepatan
pencegahan pernikahan usiadini di Kabupaten
Malang

3. Faktor penghambat strategi  pencegahan
pernikahan usiadini di Kabupaten Malang

Tujuan Penelitian
Tujuan dari studi ini yakni: (1) Mencari informasi
mengenal strategi pemerintah dalam percepatan

pencegahan perkawinan anak di Kabupaten
Madang (2) Mendeskripskan  unsur-unsur
pendukung strategi  percepatan pencegahan

perkawinan anak. (3) pendeskripsian penghambat
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strategi promosi pencegahan perkawinan anak di
kabupaten Malang.

Manfaat penelitian
1. Manfaat Teoritis
Studi ini dapat menginfokan kepada
masyarakat mengenai resiko dan dampak yang
timbul dari pernikahan usia dini dan bagaimana
upaya  pemerintah dalam membantu
menurunkan angka pernikahan usiadini .
2. Manfaat praktis
Bagi instans Sebagai acuan untuk
peningkatan efektivitas kegiatan pemerintah
dalam membantu masyarakat untuk mengurangi
kasus perkawinan anak di masyarakat. Peneliti
dapat menambah ilmu dan pengalaman
terhadap studi yang dilakukan di kantor
Departemen Agama Kabupaten Malang di
masyarakat, dan hasilnya menjadi salah satu
bahan refleksi bagi peneliti lain dalam rangka
melakukan penelitian yang berkaitan dengan
masalah publik.

Tinjauan Pustaka
Strategi Sektor Publik

Menurut Mulgan (2009:19) strategi
publik, yaitu penggunaan sumber daya dan
kekuasaan publik secara sistematis oleh badan-
badan publik untuk mencapai tujuan publik. Dalam
hal ini, target audiensnya adalah penduduk suatu
negara.

Kebijakan publik adalah serangkaian
keputusan dan tindakan pemerintah yang bertujuan
untuk menjalankan kekuasaan hukum, melindungi
dan meningkatkan taraf hidup masyarakat demi
kesgjahteraan sosial.

Implementasi Strategi

Implementasi merupakan kunci dari adanya
proses sebuah strategi dan  secara umum
merupakan salah satu tahapan yang dianggap
penentu dalam kinerja suatu strategi. |mplementasi
strategi  didefiniskan  sebagai  komunikasi,
interpretas dan pemberlakuan rencana strategi
(Noble, 1999 :120). Selain itu definis
implementasi strategi yakni suatu proses dimana
kebijakan, program dan rencana aks diterapkan
oleh organisasi (Harrington,2004).

Tipe-tipe Strategi
Tipe dtrategi yang diaplikasikan tiap
organisas berbeda-beda disesuaikan dengan situasi
organisasi. Terdapat beberapa strategi yang
digplikasikan dalam suatu organisas yang telah
ditetapkan. Tipe strategi menurut Kotten dalam
(Salusu, 2006:105) menambahkan bahwa pola
strategi menjadi empat bagian, yakni:
1. Strategi Organisasi, Strategi ini terkait
dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai
dan inisiatif strategis.
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2. Strategi Program, Strategi ini lebih
memperhatikan signifikansi strategis dari
program-program tertentu.

3. Strategi Pendukung Sumber Daya, berfokus
pada memaksimalkan penggunaan sumber
daya penting yang tersedia untuk
meningkatkan kualitas operasi organisasi.
Sumber daya tersebut dapat berupa sumber
daya manusia, keuangan, teknologi, dan lain-
lain.

4. Strategi Kelembagaan, Tujuannya yakni
untuk mengembangkan kapasitas organisasi
untuk melaksanakan inisiatif strategis.

K onsep Pencegahan Pernikahan Usia Dini

Perkawinan dini merupakan pernikahan
yang dilakukan oleh remaja dibawah usia 20 tahun
yang belum siap untuk menikah (Kusmiran, 2011).
Pernikahan dini mempunyai dampak yang besar
terhadap anak yang menikah dan berdampak
negatif terhadap  pembangunan daerah dan
nasional. Perkawinan muda berdampak buruk
terhadap psikologis, mengurangi kesempatan
melanjutkan  pendidikan, masalah kesehatan
hingga beresiko kematian pada ibu dan anak,
tingginyatingkat perceraian, KDRT.

Pernikahan muda menimbulkan banyak
dampak yang bisa mengganggu keberlangsungan
kesegjahteraan masyarakat, mulai dari. Maka dari
itu perlu adanya pencegahan atau penekanan
angka pernikahan usia dini. Pencegahan yang
dimaksud lebih mengarah ke sgjumlah kegiatan
untuk melindungi masyarakat dari ancaman
dampak yang ada dari perkawinan muda.

Pencegahan merupakan tindakan yang
diambil sebelum sesuatu terjadi.Dalam masalah
pernikahan usia dini ini pencegahan yang
dimaksud yakni meminimalisr dampak dari
terjadinya  pernikahan usia dini  dengan
menerapkan beberapa strategi.

M etode Pendlitian
Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam studi ini menerapkan penelitian
kualitatif. Penelitian. Peneliti berupaya
memahami fenomena perkawinan  muda di
Kabupaten Malang dengan penganalisaan peran
instansi dalam menangani fenomena tersebut.
Dengan melakukan observasi, wawancara secara
tatap muka kepada sumber-sumber terkait
fenomena pernikahan usia dini dan upaya
pemerintah dalam menghadapi masal ah tersebut.

Setting dan Subjek Pendlitian

Setting dalam studi ini yakni Kabupaten
Maang tepatnya kemenag Kabupaten Malang.
Situs pada studi ini yakni Pengadilan Agama
Kabupaten Malang, Kecamatan Dampit dan
Kecamatan Tirtoyudo dengan masalan perkawinan
muda yang cukup tinggi di Kabupaten Malang.
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Sumber Data
Dalam studi ini terdapat 2 jenis sumber data yakni:

1. Data primer Data primer merupakan sumber
data yang dikumpulkan langsung dari survei
lapangan melalui wawancara dan catatan.

2. Sumber data sekunder yakni digunakan
daam studi ini antara lain artikel, website
resmi, e-book, buku, jurnal dan penelitian-
penelitian terdahulu yang berkaitan dengan
penelitianini.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun pada studi ini peneliti menggunakan
teknik yakni: Wawancara, Pengamatan, Studi
kepustakaan, Dokumentasi sertalnternet research

AnalisisData dan K eabsahan Data

Dalam teknik analisis data yang diterapkan
dalam studi ini, khususnya Miles dan Huberman,
keduanya sepakat bahwa langkah-langkah
melakukan analisis data kualitatif dibagi menjadi
tiga, yaitu: pengumpulan data, memadatkan data,
memvisualisasikan data, menarik kesimpulan
(Sugiono, 2020).

Pembahasan

Kasus pernikahan usia dini di Kabupaten
Malang dalam beberapa tahunbelakangan. Disusul
dengan beberapa dampak yang ditimbulkan seperti
tingginya angka stunting, resiko kesehatan ibu dan
bayi yang dilahirkan, masalah putus sekolah,
ketenagakerjaan , kekerasan dalam rumah tangga
(KDRT) sampai perceraian. Dengan itu harus ada
usaha yang holistik dan integratif yang melibatkan
peran serta berbagai pemangku kepentingan baik
kelembagaan negara, dunia usaha maupun
masyarakat sipil (Yuliani dkk, 2022).

Dalam percepatan pencegahan pernikahan
usia dini Kementerian Agama Kabupaten Malang
telah melakukan berbagai macam strategi, yakni.
Selain itu, untuk  strategi yang dilakukan
Kementerian Agama Kabupaten Malang dalam
mempercepat  pencegahan pernikahan dini,
peneliti menggunakan konsep kegiatan konsultatif
Kotten (dalam Salusu 2006:105). Kotten membagi
strategi berdasarkan jenisnya hingga 4 jenis.

a. Strategi Organisasi

Kementerian Agama Pemerintahan Malang
mempunyai visi dan misi yang merupakan visi
masa depan, dimana dan bagaimana seharusnya
Kementerian Agama Pemerintahan Malang
ditempatkan dan bekerja agar konsisten dan
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Vis
tidak lain  hanyalah  gambaran  yang
menggairahkan tentang keadaan masa depan
yang memuat cita-cita dan gambaran yang ingin
dicapai oleh pemerintah. Visi Kementerian
Agama Kabupaten Malang Terwujudnya
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masyarakat Bupati Malang yang religius, rukun,

cerdas dan sgahtera lahir dan batin untuk

mewujudkan Bupati Maang yang MADEP,

MANTEB, MANETEP.Vis ini akan

mewujudkan  tujuan, harapan dan mis

masyarakat ~ Kabupaten  Malang.  Untuk
mewujudkan visi tersebut dibentuk misi yang
menunjukkan usaha dan upaya untuk mencapai
vis tersebut. Untuk itu kemenag Kabupaten

Malang mengemban misi yakni : Peningkatan

kemanfaatan pembinaan kehidupan beragama di

Kabupaten Malang

1. Peningkatan kualitas peningkatan
pemahaman keagamaan

2. Peningkatan kualitas peningkatan tolerans
di kehidupan beragama

3. Peningkatan kualitas penerimaan antar
masyarakat kabupaten Malang

4, Peningkatan Mutu RA, Madrasah,
Pendidikan Keagamaan dan Pendidikan
Keagamaan di Kabupaten Malang

5. Peningkatan penyelenggaraan ibadah haji
dan umrah.

6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
profesional, jujur, bersih, dan berorientas
pada pelayanan
Untuk itu dalam implementasi program

pencegahan pernikehan usia dini, Kemenag

Kabupaten Malang sudah memiliki tujuan sgjalan

dengan program pencegahan pernikahan usiadini

tersebut sebagai program  bimbingan dan
kesgjahteraan masyarakat. Membangun
kesgjahteraan masyarakat baik luar maupun
dalam, maka sangat diperlukan usaha pemerintah
dalam memberi bimbingan dan mengatasi isu-isu

di tengah masyarakat. Disini dapat dilihat dari

strategi percepatan pencegahan pernikahan usia

dini yang terdapat pada misi point yang kesatu
yakni Peningkatan kualitas pembinaan kehidupan
beragamadi Kabupaten Malang.

Sebagai perwujudan vis  dan mis
Kementerian Agama Pemerintah Malang,
berbagai cara dilakukan untuk mencapai hal
tersebut. Dengan melangsungkan jalannya acara
percepatan pencegahan pernikahan usia dini,
Kementerian Agama Kabupaten Malang dengan:

1. Meakukan bimbingan seperti Bimbingan
Remgja Usia Sekolah (BRUS) dan
Bimbingan Remaja UsiaNikah (BRUN)

2. Melakukan sosidlisasi melalui  Penyuluh
Agama Islam kepada toga (tokoh agama)
dan Tomas (tokoh Masyarakat) dengan
bekerjasama dengan perangkat desa agar
bisa menyampaikan melalui jamaah dan
mimbar tentang pentingnya menikah diusia
yang sudah matang

Lantas, kebijakan atau kegiatan apa saja yang ada
d Kemenag Pemerintah Malang yang bhisa
menurunkan angka pernikahan anak. Dengan
demikian, dari data di atas dapat disimpulkan
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bahwa strategi organisasi (corporate strategy) telah
diterapkan oleh Kemenag Kabupaten Malang.
Perwujudan visi dan misi tersebut terus dilakukan
melalui berbagai program dan kegiatan terkait
lingkungan hidup yang telah dibuat atau
dilaksanakan, khususnya kelanjutan program
penguatan pencegahan perkawinan anak.

b. Program Strategy (Strategi Program)

Strategi  program  ini  mengutamakan
implikasi strategis sebuah program. Aspek yang
muncul dari strategi program adalah apakah
dtrategi  yang dilaksanakan oleh pemerintah
daerah atau instans terkait memberikan dampak
positif atau negatif baik  bagi pemerintah
maupun instansi itu  sendiri, terhadap
masyarakat dan lingkungan hidup. Dalam hal ini,
dampak dari program tersebut pencegahan
pernikahan usia dini itu bagi pemerintah
Kementerian Agama Kabupaten Malang yakni
guna menjalankan dan bertanggung jawab atas
tugas dan fungs bimbingan pernikahan,
menekan dampak negatif yang didapati dari
adanya perkawinan usia dini, oleh publik dan
pemerintah.

Menurut Kotten dampak strategis dapat
diukur dari seberapa jauh program pencegahan
pernikahan usia dini dapat mendapati vis
organisasi. Penjelasan poin pertama terkait
strategi organisasi Kemenag Kabupaten Malang
dalam percepatan pencegahan perkawinan usia
dini, mengenai program pencegahan
perkawinan usia muda ini yakni dengan
melakukan Bimbingan Remagja Usia Sekolah
(BRUS) DAN Bimbingan Remaja Usia Nikah
(BRUN), melakukan sosialisas melaui
Penyuluh Agama Idam kepada toga (tokoh
agama) dan Tomas (tokoh Masyarakat) dengan
bekerjasama dengan perangkat desa agar bisa
menyampaikan melalui jamaah dan mimbar
tentang pentingnya menikah di usiayg sudah
matang.

Selain itu program pendukung BRUSyang
diprogramkan kemenag Kabupaten Malang
ialah dengan melakukan sosialisasi, bimbingan
dan Focus Group Discussion ke beberapa
sekolah di Kabupaten Malang. Upaya ini
sebagai sebuah hal yang diberikan kepada
masyarakat yang dilakukan dengan lembaga
pendidikan. Serta kerjasama dengan pemerintah
daerah dan dinas-dinas terkait untuk mengatasi
masalah pernikahan usia dini dari berbagai
sudut pandang.

Maka kegiatan dan program yang
disebutkan di atas akan berdampak kepada
masyarakat, = Kementerian Agama  dan
Pemerintahan Kabupaten Malang. Dampak baik
akan terwujud yakni dengan manajemen yang
baik Kabupaten Malang dapat menurunkan
angka pernikahan usia dini , masalah tingginya
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angka perceraian dan masalah kesgjahteraan
masyarakat atas kinerjanya selama ini dalam
program pencegahan pernikahan usia dini
tersebut. Dampak lain yang timbul dari adanya
program dan kegiatan yang disebutkan diatas
yakni Kementerian Agama dapat membantu
Pemerintahan dalam menyelesaikan isu-isu
masyarakat dan mensegjahterakan masyarakat.

c. Resource Strategy (Strategi pendukung
sumber daya)

Strategi yang menggunakan seluruh sumber
daya pemerintah daerah yang ada. Sumber daya
ini meliputi:

1. "Saranadan Prasarana.

Sarana serta Prasarana yakni segaa
jenis perlengkapan atau perangkat dan
kendaraan kerja yang berfungs sebagai
alat/penolong utama  dalam pelaksanaan
pekerjaan dan juga dalam lingkup
kepentingan  yang  berkaitan  dengan
organisas  kerja. Prasarana dan fadlitas
direncanakan untuk program ini pencegahan
pernikahan usia dini dalam menekan angka
kesenjangan  kesgjahteraan  masyarakat.
Bimbingan mengenai usia pernikahan
Kemenag KabupatenMalang penyedia sarana
juga prasarana dalam pendampingan juga
pemaparan materi berupa alat peraga, LCD,
laptop, modul dan ATK. Kemudian dalam
mewujudkan program yang sukses Kemenag
Kabupaten Malang telah memfasilitas
ruangan yang diharap dapat menampung
seluruh peserta bimbingan.

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Jika mengaplikasikan sebuah program
serta pelaksanaan antar karyawan Kemenag
kabupaten malang telah memiliki pendidikan
serta pengetahuan di bidangnya masing-
masing. Dengan dibekali pengetahuan dan
pendidikan membuat pegawai mengatauhi
tugas dan fungs masing-masing. Dalam
program pencegahan pernikahan usia dini
Kementerian Agama Kabupaten Malang
SDM-nya mendapat bantuan dari berbagai
sektor seperti, Dinas Kesehatan sebagai ahli

dari yang melihat dampak pernikahan dini di
bidang kesehatan, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD), DP3A, BKKBN
yang melihat dampak pernikahan dini dari
sudut pandang masalah sosial dan regulasi
yang dapat membantumensukseskan jalanya
program pencegahanpernikahan usiadini.
3. Sumber Daya Finansial

Program pencegahan pernikahan usia
dini ini tidak ada dana khusus yang
diberikan oleh pusat, namun
pemogramannya lebih difokuskan deangan
pembimbingan. Sumber dana dalam
pelaksanaan  program  dan  kegiatan
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pencegahan pernikahan usia dini  di
Kabupaten Malang , Kementerian Agama
Kabupaten Malang mendapatkan dana dari
pusat berupa DIPA Kementerian Agama
Kabupaten Malang 2023. Untuk program
pencegah pernikaan usia dini Kentrian
Agama dari pemerintah pusat yang mana
anggaran dari pemerintah yang secara serius
untuk membentuk kurikulum yang bisa
diterapkan untuk anak usia pendidikan dan
bisa melengkapi sarana dan penguatan
sumber daya manusia (SDM). akan tetapi
dana yang ditetapkan masih belum
mencukupi kebutuhan yang ada. Seperti
pada tahun 2023 hanya dapat memfasilitas
11 angkatan dari 30 orang.

Strategi Kelembagaan (Institutional

Strategy ).

Strategi  kelembagaan yakni  strategi
memaksimalkan  kelembagaan  melalui
aturan, SOP, tanggung jawab dan
kewenangan sudah ada, namun SOP tersebut
belum maksima. Untuk itu dapat
disimpulkan bahwa secara kelembagaan
Kementerian Agama Pemerintah Malang
telah mengelola program tersebut dengan
sangat bak. dan kegiatan pencegahan
pernikahan usia dini dengan berlandasan
hukum UU No 1 tahun 1974 tentang
perkawinanyang direvisi menjadi UU No 16
tahun 2019. Selain itu batas usia pernikahan
juga diatur dalam Permenag no 19 dan 20
tentang pencatatan pernikahan, PMA no 11
tahun 2007 tentang pencatatan nikah, dan
Perpres no 83 tahun 2015 tentang
kementerian Agama.

Pengelolaan program sesuai UU yang ada
merupakan upaya Kementerian Agama
daam menekan masaah-masalah yang
ditimbulkan dari adanya pernikahan usia
dini, serta dengan peran serta masyarakat
yang bekerja sama untuk angka pernikahan
dini di Kabupaten Malang mengalami
penurunan.

Faktor Pendukung Strategi Percepatan
Pencegahan Pernikahan Usia Dini

Berdasarkan pengamatan terhadap
faktor-faktor yang mendampaki atau mendukung
sehingga angka pernikahan dini di Kabupaten
Malang dapat diturunkan, pelaksanaan program
Adipura lebih mencakup asesmen daripada
asesmen fisik.

1. Kgelasan Hukum
Kebijakan didapati sgjauh  mana
pemerintah dan peraturannya mempengaruhi
suatu organisas  atau instans  tertentu.
Meninjau peraturan institusi politik negarayang
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dapat mempengaruhi jalannya program
pencegahan pernikahan usia dini. Adanya
regulas pemerintah tentang batasan usia
pernikahan yang tertera pada UJ No.1 Tahun
1974 yang diganti jadi UU No. 16 Tahun 2019.
Kemudian adanya kebijakan perlindungan anak
dalam UUNo. 35 Tahun 2014 yang mengatur
hak-hak anak. Tah hanya itu Kementerian
agama pun membahas tentang usia pernikahan
dalam Peraturan Kemenag Rl No 19 Tahun
2018 tentang pencatatan perkawinan. Dan kini,
perkawinan paksa anak merupakan salah satu
bentuk kekerasan seksual yang diatur dalam
UU 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual. bahwa terdapat kebijakan-
kebijakan  pemerintah  mengenai usia
pernikahan seperti kebijakan mengenai batas
usia pernikahan, perlindungan hak anak juga
strategi mencegah pernikahan usia muda. Dari
kebijakan dan regulas tersebut dapat
mendukung adanya program pencegahan
pernikahan usia dini Kementerian Agama
Kabupaten Malang.

2. Sinergitasantar lembaga pemerintah

Daam menekan angka pernikahan
usia dini Kementerian Agama Kabupaten
Malang bersinergi dengan pemerintahan
Kabupaten Maang dan Beberapa lembaga dan
dinas seperti Pengadilan Agama, Dinas
Kesehatan, Badan Kepegawaian dan Sumber
Daya Manusia (BKPSDM), Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak (DP3A), Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana (DPPKB).

Adanya sinergitas antara pemerintahan
kabupaten malang dengan kementerian agama
ini menjadi suatu dukungan dalam mencapai
tujuan dari percepatan pencegahan pernikahan
usia dini di kabupaten malang. Kerjasama
yang dihadiri dan ditandatangani beberapa
dinas ini menjadi pendukung atas strategi
percepatan pencegahan pernikahan usiadini.
Kerjasama antara Kementerian Agama dan
Pemerintah Kabupaten Malang ini merupakan
upaya Untuk mengurangi jumlah orang yang
mengajukan permohonan pengecualian
pernikahan, diperlukan kerjasama antara
pemerintah kabupaten Malang, pengadilan
agama dan kantor Kementerian Agama
Kabupaten Malang, untuk memperkuat
layanan konseling, diperlukan kesadaran dan
konseling untuk mencegahnya. aborsi dalam
pernikahan remaja.

Faktor Penghambat Strategi
Pencegahan Pernikahan Usia Dini
Meskipun angka pernikahan dikabupaten
malang terpantau mengalami penurunan, semua
itu didapat eksekusi program tidak segera

Per cepatan
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dilakukan dengan benar dan kegiatan.
Dijakannya programpencegahan pernikahan usia
dini ini di lapangan masih sgja ditemui
hambatan. Hambatan yakni:

1. Faktor sosial

Faktor sosial yang disebutkan yakni unsur
demografi, norma, adat istiadat, dan nilai-nilai
penduduk di mana organisas beroperas,
termasuk  tren demografi, seperti  laju
pertumbuhan penduduk, tingkat pendidikan,
sikap, gaya hidup, dan hambatan budaya.
Faktor sosial menjadi sangat penting jika ingin
menyasar  program  pada  karakteristik
masyarakat tertentu.

Masalah sosial seperti pergaulan bebas
yang menyebabkan kehamilan diluar nikah
(Cdon pengantin  sudah posisi  hamil).
Pemahaman agama yang dangkal, kurangnya
pengetahuan dan rendahnya pendidikan,
budaya masyarakat mengenai pernikahan dini,
menjadi ancaman yang dapat mengganggu
jalannya program percepatan pencegahan
pernikahan usia dini. Faktor sosiadl masih
menjadi ancaman dari program pencegahan
pernikahan usia dini karena pemerintah tidak
memiliki kekuatan penuh dalam menangani
masalah pengaruh budaya dan pergaulan bebas
di tengah masyarakat.

2. Faktor Ekonomi.

Faktor ekonomi juga memegang peranan
yang sangat penting dalam pelaksanaan atau
pengembangan suatu program. Ketika keadaan
ekonomi  baik, masyarakat memberikan
pendidikan yang memadai dan memenuhi
kebutuhan keluarga dengan baik. Namun jika
perekonomian tidak terlalu positif maka angka
putus sekolah akan tinggi, orang tua akan
memilih  menikahkan  anaknya  untuk
mengurangi beban keluarga.

3. Faktor Perkembangan Teknologi.
Faktor ini berkaitan dengan inovasi

teknologi yang dapat mempengaruhi
terlaksananya program dan  kegiatan
pencegahan pernikahan dini, balk yang

menguntungkan maupun yang merugikan.
Faktor ini mengacu pada dinamika teknologi,
tingkat inovas. Tak Hanya memberi
peluang dari kelangsungan suatu strategi
adanya perkembangan teknologi informasi
dan komunikasi ini juga menimbulkan
ancaman seperti  penyalahgunaan media
massa, dan penggunaan media massa tanpa
pengawasan orang tua. Penggunaan media
massa Yyang di sdah gunakan akan
menimbulkan ancaman, anak mudah dengan
rasa penasaran mengakses sesuatu yang
mengandung konten yang tidak pantas
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(pornografi) yang mana bisa saja mereka
merasa terpancing untuk meniru hal buruk
tersebut sehinggamenimbulkan masalah yang
tidak diinginkan. Meskipun  terdapat
terdapat hambatan dalam melaksanakan
program pencegahanpernikahan usia dini ini
namun Kementerian Agama Kabupaten
Malang tetap melakukanusaha yang terbaik
dalam melakukan pengelolaan program dan
kegiatan dengan baik. Ha ini terbukti
bahwa Kabupaten Malang  mampu
menurunkan angka pernikahan usia dini pada
tahun 2022 ketimbang tahun sebelumnya.

Kesimpulan

Dari hasil studi di Kementerian Agama
Kabupaten Malang mengenai Strategi Percepatan
Pencegahan Pernikahan Usia Dini Kabupaten
Malang, ditarik tiga kesimpulan studi. Tentang
tipe strategi pemerintah dalam pencegahan
pernikahan usia dini bahkan apay ag menjadi
faktor pendukung serta penghambat pada strategi
dalam pencegahan pernikahan usia dini.

Pertama, diterapkannya strategi organisasi
yang menyelaraskan program  pencegahan
perkawinan anak dengan visi, misi dan kegiatan
yang dilaksanakan Kementerian Agama Kab.
Malang. Dimana penekanan angka pernikahan
usia dini yakni strategi yang telah diagendakan.
Sementara itu, strategi program belum optimal
karena dampak program yang diharapkan belum
sepenuhnya tercapai. Tetapi program dan kegiatan
Kementerian Agama Kabupaten Malang telah
berkontribusi daam  menurunkan  angka
pernikahan usia dini. Strategi dukungan sumber
daya dinilai kurang memadai, masih memerlukan
peningkatan infrastruktur, sumber daya manusia
dan masih kurang dukungan finansial. Begitupun
strategi kelembagaan (institutional Strategy) sudah
cukup bak dilakukan. Kementerian Agama
Kabupaten Malang dalam melaksanakan program
dan kegiatannya selalu memperhatikan peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang tugas
dan wewenang Kementerian Agama. Dari
keempat tipe strategi, strategi Program (Program
Strategi) yang dapat membantu Kementerian
Agama Kabupaten Maang dalam percepatan
pencegahan pernikahan usia di  Kabupaten
Malang.

Selain yang kedua itu faktor yang menjadi
pendukung seperti sinergitas antar lembaga
pemerintah dan Kementerian Agama , adanya
kegielasan hukum dan kebijakan pemerintah,
motivas kerja aparatur dan kerjasama masyarakat
dalam menekan angka pernikahan usia dini.

Ketiga, faktor penghambat
Kementerian Agama dalam program dan kegiatan
pencegahan pernikahan dini seperti kurangnya
fadsilitas, sumber daya finansial, sumber daya
manusia, faktor sosial masyarakat, dan faktor
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ekonomi masyarakat.

Saran
Pada studi yang penditi lakukan pada

Kementerian Agama Kabupaten Malang maka

peneliti memberikan saran agar:

a.  Sebaiknya strategi percepatan pencegahan
pernikahan usia dini lebih memanfaatkan
kekuatan yang ada  seperti lebih
mengintensifkan kerjasama dengan dinas-
dinas terkait dalam pencegahan pernikahan
usiadini.

b. Peningkatan jumlah sumber daya pendukung
seperti SDM, sumber daya finansial serta
sarana prasarana penunjang agar program dan
kegiatan pencegahan pernikahan usia dini
dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

C. Sebaiknya pemerintah lebih memanfaatkan
perkembangan teknologi yang ada untuk
memudahkan  dalam menyebarluaskan
informasi tentang dampak pernikahan usia
dini dan memberikan bimbingan ke remaja
usia sekolah lewat media sosial yang menarik
perhatian remaja.
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